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KODE

NOMENKLATUR URUSAN 

PROVINSI
KINERJA INDIKATOR SATUAN

2 14 04 4.01 0018

Koordinasi pembinaan

Pengelolaan Dapur Sehat Atasi

Stunting (DASHAT) di Kampung

Keluarga Berkualitas

Terlaksananya Koordinasi

pembinaan Pengelolaan Dapur

Sehat Atasi Stunting (DASHAT)

di Kampung Keluarga

Berkualitas

Kab/Kota

2 15
URUSAN PEMERINTAHAN

BIDANG PERHUBUNGAN

2 15 02

PROGRAM PENYELENGGARAAN

LALU LINTAS DAN ANGKUTAN

JALAN (LLAJ)

2 15 02 1.01
Penetapan Rencana Induk

Jaringan LLAJ Provinsi

2 15 02 1.01 0001

Pelaksanaan Penyusunan

Rencana Induk Jaringan LLAJ

Provinsi

Terlaksananya Penyusunan

Rencana Induk Jaringan LLAJ

Provinsi

Dokumen

2 15 02 1.01 0002

Penetapan Kebijakan dan

Sosialisasi Rencana Induk

Jaringan LLAJ Provinsi

Ditetapkannya Kebijakan dan

Tersosialisasinya Rencana Induk

Jaringan LLAJ Provinsi

Dokumen

Jumlah Dokumen Penetapan

Kebijakan dan sosialisasi Rencana

Induk Jaringan LLAJ Provinsi

Jumlah kabupaten/kota yang

mendapatkan pembinaan

pengelolaan Dapur Sehat Atasi

Stunting (DASHAT) di Kampung

Keluarga Berkualitas

Jumlah Dokumen Penyusunan

Rencana Induk Jaringan LLAJ

Provinsi
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NOMENKLATUR URUSAN 

PROVINSI
KINERJA INDIKATOR SATUAN

2 15 02 1.01 0004

Penetapan dan Sosialisasi

Rencana Aksi Keselamatan Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan

Provinsi

Ditetapkannya dan

Tersosialisasinya Rencana Aksi

Keselamatan Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan Provinsi

Dokumen

2 15 02 1.01 0005

Pelaksanaan Penyusunan

Rencana Aksi Keselamatan Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan

Provinsi

Tersusun Rencana Aksi

Keselamatan lalu Lintas dan

Angkutan Jalan Provinsi

Dokumen

2 15 02 1.01 0006

Pelaksanaan Evaluasi (Reviu)

Rencana Aksi Keselamatan Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan

Provinsi

Terlaksananya Evaluasi (Reviu)

Rencana Aksi Keselamatan Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan

Provinsi

Dokumen

2 15 02 1.01 0007

Pelaksanaan Evaluasi (Reviu)

Rencana Induk Jaringan LLAJ

Provinsi

Terlaksananya Evaluasi (Reviu)

Rencana Induk Jaringan LLAJ

Provinsi

Laporan

2 15 02 1.02
Penyediaan Perlengkapan Jalan

di Jalan Provinsi

2 15 02 1.02 0001
Pembangunan Prasarana Jalan

di Jalan Provinsi

Terbangunnya Prasarana Jalan

di Jalan Provinsi
Unit

2 15 02 1.02 0002
Penyediaan Perlengkapan Jalan

di Jalan Provinsi

Tersedianya Perlengkapan Jalan

di Jalan Provinsi
Unit

Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan

Provinsi yang Tersedia

Jumlah Prasarana Jalan di Jalan

Provinsi yang Terbangun

Jumlah dokumen penetapan dan

sosialisasi Rencana Aksi

Keselamatan Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan Provinsi

Jumlah dokumen penetapan

Rencana Aksi Keselamatan Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi

Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan

Rencana Induk Jaringan LLAJ

Provinsi

Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana

Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan Provinsi
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NOMENKLATUR URUSAN 

PROVINSI
KINERJA INDIKATOR SATUAN

2 15 02 1.02 0003
Rehabilitasi dan Pemeliharaan

Prasarana Jalan

Terlaksananya Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana Jalan
Unit

2 15 02 1.02 0004
Rehabilitasi dan Pemeliharaan

Perlengkapan Jalan

Terlaksananya Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Perlengkapan

Jalan

Unit

2 15 02 1.03
Pengelolaan Terminal

Penumpang Tipe B

2 15 02 1.03 0001

Penyusunan Rencana

Pembangunan Terminal

Penumpang Tipe B

Tersusunnya Rencana

Pembangunan Terminal

Penumpang Tipe B

Dokumen

2 15 02 1.03 0006
Pengawasan Operasional

Terminal Penumpang Tipe B

Terlaksananya Pengawasan

Terminal Penumpang Tipe B
Unit

2 15 02 1.03 0007
Revitalisasi Terminal Tipe B

(Fasilitas Utama dan Penunjang)

Terlaksananya Revitalisasi

Terminal Tipe B (Fasilitas Utama

dan Penunjang)

Unit

2 15 02 1.03 0008

Penyelenggaran Sistem Informasi

Manajemen Terminal

Penumpang Tipe B

Terselenggaranya Sistem

Informasi Manajemen Terminal

Penumpang Tipe B

Unit

Jumlah Prasarana Jalan yang

Terehabilitasi dan terpelihara

Jumlah Perlengkapan Jalan yang

Terehabilitasi dan terpelihara

Jumlah Terminal yang direvitalisasi

(Fasilitas Utama dan Penunjang)

Jumlah Terminal yang

Menyelenggaran Sistem Informasi

Manajemen Terminal Penumpang

Tipe B

Jumlah Rencana Pembangunan

Terminal Penumpang Tipe B

Jumlah Terminal Penumpang Tipe B

yang diawasi
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KODE

NOMENKLATUR URUSAN 

PROVINSI
KINERJA INDIKATOR SATUAN

2 15 02 1.03 0009

Peningkatan Kapasitas

Kompetensi SDM Pengelola

Terminal Penumpang Tipe B

Terlaksana Pemenuhan

Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pengelola Terminal Tipe B

Orang

2 15 02 1.03 0010

Pembangunan Terminal

Penumpang Tipe B yang

dilengkapi Fasilitas Utama dan

Fasilitas Penunjang

Terbangunnya Terminal Tipe B

yang dilengkapi fasilitas utama

dan fasilitas penunjang

Unit

2 15 02 1.03 0011

Rehabilitasi dan Pemeliharaan

Terminal Tipe B (Fasilitas Utama

dan Penunjang)

Terlaksananya Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Terminal Tipe B

(Fasilitas Utama dan Penunjang)

Unit

2 15 02 1.05

Pelaksanaan Manajemen dan

Rekayasa Lalu Lintas untuk

Jaringan Jalan Provinsi

2 15 02 1.05 0001

Penataan Manajemen dan

Rekayasa Lalu Lintas Untuk

Jaringan Jalan Provinsi

Terlaksananya Penataan

Manajemen dan Rekayasa Lalu

Lintas Untuk Jaringan Jalan

Provinsi

Laporan

Jumlah Laporan Penataan

Manajemen dan Rekayasa Lalu

Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi

Jumlah Kebutuhan Kompetensi

Sumber Daya Manusia Pengelola

Terminal Tipe B yang terpenuhi.

Jumlah terminal Tipe B yang

terbangun yang dilengkapi Fasilitas

Utama dan Fasilitas Penunjang

Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas

Utama dan Penunjang) yang

terehabilitasi dan terpelihara
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KODE

NOMENKLATUR URUSAN 

PROVINSI
KINERJA INDIKATOR SATUAN

2 15 02 1.05 0003

Uji Coba dan Sosialisasi

Pelaksanaan Manajemen dan

Rekayasa Lalu Lintas untuk

Jaringan Jalan Provinsi

Terlaksananya Uji Coba dan

Sosialisasi Pelaksanaan

Manajemen dan Rekayasa Lalu

Lintas untuk Jaringan Jalan

Provinsi

Dokumen

2 15 02 1.05 0004

Pengawasan dan Pengendalian

Efektivitas Pelaksanaan

Kebijakan untuk Jalan Provinsi

Terlaksananya Pengawasan dan

Pengendalian Efektivitas

Pelaksanaan Kebijakan untuk

Jalan Provinsi

Laporan

2 15 02 1.05 0005

Forum Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan untuk Jaringan Jalan

Provinsi

Terlaksananya Forum Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan

untuk Jaringan Jalan Provinsi

Laporan

2 15 02 1.05 0006
Penyelenggaraan Sistem

Manajemen Transportasi Cerdas

Terselenggaranya Sistem

Manajemen Transportasi Cerdas
Unit

2 15 02 1.05 0007

Pengadaan dan Pemasangan

Perlengkapan Jalan dalam

rangka Manajemen dan

Rekayasa Lalu Lintas

Terlaksananya Pengadaan dan

Pemasangan Perlengkapan Jalan

dalam rangka Manajemen dan

Rekayasa Lalu Lintas

Unit

Jumlah Perlengkapan Jalan dalam

rangka Manajemen dan Rekayasa

Lalu Lintas yang Dilaksanakan

Pengadaan dan Pemasangan

Jumlah Pengadaan dan Pemasangan

Sistem Manajemen Transportasi

Cerdas

Jumlah Dokumen Uji Coba dan

Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen

dan Rekayasa Lalu Lintas untuk

Jaringan Jalan Provinsi

Jumlah Laporan Pengawasan dan

Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan

Kebijakan untuk Jalan Provinsi

Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan untuk Jaringan

Jalan Provinsi
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KODE

NOMENKLATUR URUSAN 

PROVINSI
KINERJA INDIKATOR SATUAN

2 15 02 1.06

Persetujuan Hasil Analisis

Dampak Lalu Lintas (Andalalin)

untuk Jalan Provinsi

2 15 02 1.06 0003
Koordinasi dan Sinkronisasi

Penilaian Hasil Andalalin

Terlaksananya Koordinasi dan

Sinkronisasi Penilaian Hasil

Andalalin

Laporan

2 15 02 1.06 0004
Pengawasan Pelaksanaan

Rekomendasi Andalalin

Terawasinya Pelaksanaan

Rekomendasi Andalalin
Laporan

2 15 02 1.06 0005
Peningkatan Kompetensi Penilai

Andalalin

Meningkatnya Kompetensi

Penilai Andalalin
Orang

2 15 02 1.06 0006
Peningkatan Kompetensi Penilai

Andalalin

Ditetapkannya Persetujuan

Dokumen Teknis Andalalin
Dokumen

2 15 02 1.07
Audit dan Inspeksi Keselamatan

LLAJ di Jalan

2 15 02 1.07 0001
Peningkatan Kapasitas Auditor

dan Inspektor LLAJ

Meningkatnya Kapasitas Auditor

dan Inspektor LLAJ
Orang

2 15 02 1.07 0003
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan

Pemantauan Terminal

Terlaksananya Inspeksi, Audit

dan Pemantauan Terminal
Laporan

Jumlah Laporan Koordinasi dan

Sinkronisasi Penilaian Hasil

Andalalin

Jumlah Laporan Rekomendasi

Andalalin yang Terawasi

Jumlah penilai Andalalin yang

ditingkatkan kompetensinya dan

tersertifikasi

Jumlah Persetujuan Dokumen

Teknis Andalalin yang ditetapkan

Jumlah Auditor dan Inspektor LLAJ

yang Ditingkatkan Kapasitasnya

Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan

Pemantauan Terminal
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KODE

NOMENKLATUR URUSAN 

PROVINSI
KINERJA INDIKATOR SATUAN

2 15 02 1.07 0004

Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan

Pemantauan Pemenuhan

Persyaratan Penyelenggaraan

Kompetensi Pengemudi

Kendaraan Bermotor Provinsi

Terlaksananya Inspeksi, Audit

dan Pemantauan Pemenuhan

Persyaratan Penyelenggaraan

Kompetensi Pengemudi

Kendaraan Bermotor Provinsi

Laporan

2 15 02 1.07 0005

Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan

Pemantauan Sistem Manajemen

Keselamatan Perusahaan

Angkutan Umum 

Terlaksananya Inspeksi, Audit

dan Pemantauan Sistem

Manajemen Keselamatan

Perusahaan Angkutan Umum

Laporan

2 15 02 1.07 0006
Monitoring dan evaluasi

Implementasi Batas Kecepatan

Terlaksananya identifikasi dan

pengawasan terhadap

Implementasi Batas Kecepatan

Dokumen

2 15 02 1.07 0007
Pembangunan Rute Aman

Selamat Sekolah (RASS)

Terbangunnya Rute Aman

Selamat Sekolah
Unit

2 15 02 1.07 0008
Monitoring dan evaluasi zona

selamat sekolah (ZoSS)

Terlaksananya identifikasi dan

pengawasan terhadap zona

selamat sekolah (ZOSS)

Dokumen

Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan

Pemantauan Pemenuhan Persyaratan

Penyelenggaraan Kompetensi

Pengemudi Kendaraan Bermotor

Provinsi

Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan

Pemantauan Sistem Manajemen

Keselamatan Perusahaan Angkutan

Umum

Jumlah Ruas jalan yang

diidentifikasi dan dilakukan

pengawasan terhadap implementasi

batas kecepatan

Jumlah lokasi Zona Selamat Sekolah

(ZoSS) yang diidentifikasi dan diawasi

Jumlah kawasan pembangunan Rute

Aman Selamat Sekolah yang

terbangun
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KODE

NOMENKLATUR URUSAN 

PROVINSI
KINERJA INDIKATOR SATUAN

2 15 02 1.07 0009
Monitoring dan evaluasi Rute

Aman Selamat Sekolah (RASS)

Terlaksananya identifikasi dan

pengawasan terhadap Rute

Aman Selamat Sekolah (RASS)

Laporan / 

Dokumen

2 15 02 1.07 0010

Peningkatan Kompetensi Penilai

Sistem Manajemen Keselamatan

Perusahaan Angkutan Umum

Meningkatnya Kompetensi

Penilai Sistem Manajemen

Keselamatan Perusahaan

Angkutan Umum

Orang

2 15 02 1.07 0011
Pembangunan Zona Selamat

Sekolah (ZOSS)

Terbangunnya Zona Selamat

Sekolah (ZOSS)
Lokasi

2 15 02 1.07 0012
Pembangunan Implementasi

Batas Kecepatan

Terbangunnya implementasi

batas kecepatan
Unit

2 15 02 1.07 0013

Penilaian Pemenuhan dan

Penerbitan Sertifikat Sistem

Manajemen Keselamatan

Perusahaan Angkutan Umum

Terpenuhinya dan Terbitnya

Sertifikat Sistem Manajemen

Keselamatan Perusahaan

Angkutan Umum

Dokumen

2 15 02 1.07 0014

Pelaksanaan Inspeksi

Keselamatan Angkutan pada

Terminal Penumpang Tipe B

Terlaksananya Inspeksi

Keselamatan Lalu Lintas

Angkutan Jalan

Laporan

Jumlah lokasi Rute Aman Sekolah

(RASS) yang diidentifikasi dan

diawasi

Jumlah Penilai Sistem Manajemen

Keselamatan Perusahaan Angkutan

Umum yang ditingkatkan

kapasitasnya
Jumlah Terbangunnya Zona Selamat

Sekolah (ZOSS)

Jumlah Ruas jalan yang terpasang

implementasi batas kecepatan

Jumlah Sertifikat Sistem Manajemen

Keselamatan Perusahaan Angkutan

Umum

Jumlah laporan Inspeksi

Keselamatan Lalu Lintas Angkutan

Jalan
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KODE

NOMENKLATUR URUSAN 

PROVINSI
KINERJA INDIKATOR SATUAN

2 15 02 1.07 0015

Pelaksanaan Pengawasan

Melalui Uji Petik terhadap Unit

Pelaksana Uji Berkala Kendaraan

Bermotor Inspeksi, Audit dan

Pemantauan Unit Pelaksana Uji

Berkala Kendaraan Bermotor

Terlaksananya Uji Petik terhadap

Unit Pelaksana Uji Berkala

Kendaraan Bermotor

Laporan

2 15 02 1.08

Penyediaan Angkutan Umum

untuk Jasa Angkutan Orang

dan/atau Barang Antar Kota

dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

2 15 02 1.08 0002

Pengendalian dan Pengawasan

Ketersediaan Angkutan Umum

untuk Jasa Angkutan Orang

dan/atau Barang Antar Kota

dalam 1 (satu) Provinsi

Terkendalinya dan Terawasinya

KeTersediaan Angkutan Umum

untuk Jasa Angkutan Orang

dan/atau Barang Antar Kota

dalam 1 (Satu) Provinsi

Laporan

Jumlah Laporan pengendalian dan

pengawasan KeTersediaan Angkutan

Umum untuk Jasa Angkutan Orang

dan/atau Barang Antar Kota dalam 1

(Satu) Provinsi

Jumlah laporan Uji Petik terhadap

Unit Pelaksana Uji Berkala

Kendaraan Bermotor
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NOMENKLATUR URUSAN 

PROVINSI
KINERJA INDIKATOR SATUAN

2 15 02 1.08 0003

Penyediaan Angkutan Umum

untuk Jasa Angkutan Orang

dan/atau Barang Antar Kota

dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Tersedianya Angkutan Umum

untuk Jasa Angkutan Orang

dan/atau Barang Antar Kota

dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

Unit

2 15 02 1.09

Penetapan Kawasan Perkotaan

untuk Pelayanan Angkutan

Perkotaan yang Melampaui

Batas 1 (satu) Daerah

Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)

Daerah Provinsi

2 15 02 1.09 0001

Perumusan Kebijakan Penetapan

Kawasan Perkotaan untuk

Angkutan Perkotaan

Kewenangan Provinsi

Tersusunnya Kebijakan

Penetapan Kawasan Perkotaan

untuk Angkutan Perkotaan

Kewenangan Provinsi

Dokumen

2 15 02 1.09 0002

Sosialisasi dan Uji Coba

Pelaksanaan Kebijakan

Penetapan Kawasan Perkotaan

untuk Angkutan Perkotaan

Kewenangan Provinsi

Terlaksananya Sosialisasi dan

Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan

Penetapan Kawasan Perkotaan

untuk Angkutan Perkotaan

Kewenangan Provinsi

Dokumen

Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji

Coba Pelaksanaan Kebijakan

Penetapan Kawasan Perkotaan untuk

Angkutan Perkotaan Kewenangan

Provinsi

Jumlah Armada Angkutan Umum

untuk Jasa Angkutan Orang

dan/atau Barang Antar Kota dalam 1

(Satu) Daerah Provinsi

Jumlah Dokumen Kebijakan

Penetapan Kawasan Perkotaan untuk

Angkutan Perkotaan Kewenangan

Provinsi
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NOMENKLATUR URUSAN 

PROVINSI
KINERJA INDIKATOR SATUAN

2 15 02 1.10

Penetapan Rencana Umum

Jaringan Trayek Antarkota

dalam Daerah Provinsi dan

Perkotaan yang Melampaui

Batas 1 (satu) Daerah

Kabupaten/Kota

2 15 02 1.10 0001

Perumusan Kebijakan Rencana

Umum Jaringan Trayek

Antarkota Kewenangan Provinsi

Tersusunnya Kebijakan Rencana

Umum Jaringan Trayek

Antarkota Kewenangan Provinsi

Dokumen

2 15 02 1.10 0002

Sosialisasi dan Uji Coba

Pelaksanaan Kebijakan Rencana

Umum Jaringan Trayek

Antarkota Kewenangan Provinsi

Terlaksananya Sosialisasi dan

Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan

Rencana Umum Jaringan Trayek

Antarkota Kewenangan Provinsi

Dokumen

2 15 02 1.10 0003

Sosialisasi dan Uji Coba

Pelaksanaan Kebijakan Rencana

Umum Jaringan Trayek

Perkotaan Kewenangan Provinsi

Terlaksananya Sosialisasi dan

Uji Coba Kebijakan Rencana

Umum Jaringan Trayek

Perkotaan Kewenangan Provinsi

Dokumen

Jumlah Dokumen Kebijakan

Rencana Umum Jaringan Trayek

Antarkota Kewenangan Provinsi

Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji

Coba Pelaksanaan Kebijakan

Rencana Umum Jaringan Trayek

Antarkota Kewenangan Provinsi

Jumlah Laporan Pelaksanaan

Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan

Kebijakan Rencana Umum Jaringan

Trayek Perkotaan Kewenangan

Provinsi



- 481 -

U
R

U
S

A
N

 /
 U

N
S

U
R

B
ID

A
N

G
 U

R
U

S
A

N
 /

 

B
ID

A
N

G
 U

N
S

U
R

P
R

O
G

R
A

M

K
E

G
IA

T
A

N

S
U

B
 K

E
G

IA
T
A

N

KODE

NOMENKLATUR URUSAN 

PROVINSI
KINERJA INDIKATOR SATUAN

2 15 02 1.10 0004

Sosialisasi dan Uji Coba

Pelaksanaan Kebijakan Rencana

Umum Jaringan Trayek

Perkotaan Kewenangan Provinsi

Terlaksananya Sosialisasi dan

Uji Coba Kebijakan Rencana

Umum Jaringan Trayek

Perkotaan Kewenangan Provinsi

Dokumen

2 15 02 1.10 0005

Perumusan Kebijakan Rencana

Umum Jaringan Trayek

Perkotaan Kewenangan Provinsi

Tersusunnya Kebijakan Rencana

Umum Jaringan Trayek

Perkotaan Kewenangan Provinsi

Dokumen

2 15 02 1.11

Penetapan Rencana Umum

Jaringan Trayek Pedesaan yang

Melampaui 1 (satu) Daerah

Kabupaten dalam 1 (satu)

Daerah Provinsi

2 15 02 1.11 0001

Perumusan Kebijakan Rencana

Umum Jaringan Trayek

Pedesaan Kewenangan Provinsi

Tersusunnya Kebijakan Rencana

Umum Jaringan Trayek

Pedesaan Kewenangan Provinsi

Dokumen

Jumlah Dokumen kebijakan Rencana

Umum Jaringan Trayek Pedesaan

Kewenangan Provinsi

Jumlah Kebijakan Penetapan

Rencana Umum Jaringan Trayek

Perkotaan Kewenangan Provinsi

Jumlah Laporan Pelaksanaan

Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan

Kebijakan Rencana Umum Jaringan

Trayek Perkotaan Kewenangan

Provinsi
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PROVINSI
KINERJA INDIKATOR SATUAN

2 15 02 1.11 0002

Sosialisasi dan Uji Coba

Pelaksanaan Kebijakan Rencana

Umum Jaringan Trayek

Pedesaan Kewenangan Provinsi

Terlaksananya Sosialisasi dan

Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan

Rencana Umum Jaringan Trayek

Pedesaan Kewenangan Provinsi

Dokumen

2 15 02 1.12

Penetapan Wilayah Operasi

Angkutan Orang dengan

Menggunakan Taksi dalam

Kawasan Perkotaan yang

Wilayah Operasinya Melampaui

Daerah Kabupaten/Kota dalam 1

(satu) Daerah Provinsi

2 15 02 1.12 0001

Perumusan Kebijakan Penetapan

Wilayah Operasi Angkutan

Orang dengan Menggunakan

Taksi dalam Kawasan Perkotaan

Kewenangan Provinsi

Tersusunnya Kebijakan

Penetapan Wilayah Operasi

Angkutan Orang dengan

Menggunakan Taksi dalam

Kawasan Perkotaan Kewenangan

Provinsi

Dokumen

Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji

Coba Pelaksanaan Kebijakan

Rencana Umum Jaringan Trayek

Pedesaan Kewenangan Provinsi

Jumlah Dokumen kebijakan

penetapan Wilayah Operasi

Angkutan Orang dengan

Menggunakan Taksi dalam Kawasan

Perkotaan Kewenangan Provinsi
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PROVINSI
KINERJA INDIKATOR SATUAN

2 15 02 1.12 0002

Sosialisasi dan Uji Coba

Pelaksanaan Kebijakan

Penetapan Wilayah Operasi

Angkutan Orang dengan

Menggunakan Taksi dalam

Kawasan Perkotaan Kewenangan

Provinsi

Terlaksananya Sosialisasi dan

Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan

Penetapan Wilayah Operasi

Angkutan Orang dengan

Menggunakan Taksi dalam

Kawasan Perkotaan Kewenangan

Provinsi

Dokumen

2 15 02 1.12 0003

Perumusan Kebijakan Penetapan

Wilayah Operasi Angkutan Sewa

Khusus dalam Kawasan

Perkotaan Kewenangan Provinsi

Tersusunnya Kebijakan

Penetapan Wilayah Operasi

Angkutan Sewa Khusus dalam

Kawasan Perkotaan Kewenangan

Provinsi

Dokumen

2 15 02 1.12 0004

Sosialisasi dan Uji Coba

Pelaksanaan Kebijakan

Penetapan Wilayah Operasi

Angkutan Sewa Khusus dalam

Kawasan Perkotaan Kewenangan

Provinsi

Terlaksananya Sosialisasi dan

Uji Coba Kebijakan Penetapan

Wilayah Operasi Angkutan Sewa

Khusus dalam Kawasan

Perkotaan Kewenangan Provinsi

Dokumen

Jumlah dokumen kebijakan

penetapan Wilayah Operasi

Angkutan Sewa Khusus dalam

Kawasan Perkotaan Kewenangan

Provinsi

Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji

Coba Pelaksanaan Kebijakan

Penetapan Wilayah Operasi

Angkutan Orang dengan

Menggunakan Taksi dalam Kawasan

Perkotaan Kewenangan Provinsi

Jumlah laporan pelaksanaan

Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan

Kebijakan Penetapan Wilayah

Operasi Angkutan Sewa Khusus

dalam Kawasan Perkotaan

Kewenangan Provinsi
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PROVINSI
KINERJA INDIKATOR SATUAN

2 15 02 1.13

Penerbitan Izin Penyelenggaraan

Angkutan Orang dalam Trayek

Lintas Daerah Kabupaten/Kota

dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

2 15 02 1.13 0001

Fasilitasi Pemenuhan

Persyaratan Perolehan Izin

Penyelenggaraan Angkutan

Orang dalam Trayek

Kewenangan Provinsi dalam

Sistem Pelayanan Perizinan

Berusaha Terintegrasi Secara

Elektronik

Tersedianya Angkutan Orang

dalam Trayek Kewenangan

Provinsi dalam Sistem Pelayanan

Perizinan Berusaha Terintegrasi

Secara Elektronik yang telah

memenuhi persyaratan perizinan

Unit

2 15 02 1.13 0002

Koordinasi dan Sinkronisasi

Pengawasan Pelaksanaan Izin

Penyelenggaraan Angkutan

Orang dalam Trayek

Kewenangan Provinsi

Terlaksananya Koordinasi dan

Sinkronisasi Pengawasan

Pelaksanaan Izin

Penyelenggaraan Angkutan

Orang dalam Trayek

Kewenangan Provinsi

Laporan

Jumlah Angkutan Orang dalam

Trayek Kewenangan Provinsi dalam

Sistem Pelayanan Perizinan

Berusaha Terintegrasi Secara

Elektronik yang telah memenuhi

persyaratan perizinan

Jumlah Laporan Koordinasi dan

Sinkronisasi Pengawasan

Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan

Angkutan Orang dalam Trayek

Kewenangan Provinsi
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PROVINSI
KINERJA INDIKATOR SATUAN

2 15 02 1.14

Penerbitan Izin Penyelenggaraan

Angkutan Taksi yang Wilayah

Operasinya Melampaui Lebih

dari 1 (satu) Daerah

Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)

Daerah Provinsi

2 15 02 1.14 0003

Koordinasi dan Sinkronisasi

Pengawasan Pelaksanaan Izin

Penyelenggaraan Angkutan Taksi

tidak dalam trayek sesuai

wilayah operasi kewenangan

Provinsi

Terlaksananya Koordinasi dan

Sinkronisasi Pengawasan

Pelaksanaan Izin

Penyelenggaraan Angkutan Taksi

tidak dalam trayek sesuai

wilayah operasi kewenangan

Provinsi

Laporan

2 15 02 1.14 0004

Fasilitasi Pemenuhan

Persyaratan Perolehan Izin

Penyelenggaraan Angkutan Taksi

tidak dalam trayek sesuai

wilayah kerja dalam Sistem

Pelayanan Perizinan Berusaha

Terintegrasi Secara Elektronik

Tersedianya Angkutan Taksi

tidak dalam trayek sesuai

Wilayah kerja dalam Sistem

Pelayanan Perizinan Berusaha

Terintegrasi Secara Elektronik

yang memenuhi persyaratan

perizinan

Unit

Jumlah Angkutan Taksi tidak dalam

trayek sesuai Wilayah kerja dalam

Sistem Pelayanan Perizinan

Berusaha Terintegrasi Secara

Elektronik yang memenuhi

persyaratan perizinan

Jumlah laporan Koordinasi dan

Sinkronisasi Pengawasan

Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan

Angkutan Taksi tidak dalam trayek

sesuai wilayah operasi kewenangan

Provinsi



- 486 -

U
R

U
S

A
N

 /
 U

N
S

U
R

B
ID

A
N

G
 U

R
U

S
A

N
 /

 

B
ID

A
N

G
 U

N
S

U
R

P
R

O
G

R
A

M

K
E

G
IA

T
A

N

S
U

B
 K

E
G

IA
T
A

N

KODE

NOMENKLATUR URUSAN 

PROVINSI
KINERJA INDIKATOR SATUAN

2 15 02 1.15

Penetapan Tarif Kelas Ekonomi

untuk Angkutan Orang yang

Melayani Trayek antar Kota

dalam Daerah Provinsi serta

Angkutan Perkotaan dan

Perdesaan yang Melampaui 1

(satu) Daerah Kabupaten/Kota

dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

2 15 02 1.15 0001

Analisis Tarif Kelas Ekonomi

Angkutan Orang dan Angkutan

Perkotaan dan Perdesaan dalam

1 (satu) Daerah Provinsi

Terlaksananya Analisis Tarif

Kelas Ekonomi Angkutan Orang

dan Angkutan Perkotaan dan

Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah 

Provinsi

Dokumen

2 15 02 1.15 0002

Penyediaan Data dan Informasi

Tarif Kelas Ekonomi Angkutan

Orang dan Angkutan Perkotaan

dan Perdesaan dalam 1 (satu)

Daerah Provinsi

Tersedianya Data dan Informasi

Tarif Kelas Ekonomi Angkutan

Orang dan Angkutan Perkotaan

dan Perdesaan dalam 1 (Satu)

Daerah Provinsi

Dokumen

Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif

Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan

Angkutan Perkotaan dan Perdesaan

dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

Jumlah Data dan Informasi Tarif

Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan

Angkutan Perkotaan dan Perdesaan

dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
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PROVINSI
KINERJA INDIKATOR SATUAN

2 15 02 1.15 0003

Pengendalian dan Pengawasan

Tarif Kelas Ekonomi Angkutan

Orang dan Angkutan Perkotaan

dan Perdesaan dalam 1 (satu)

Daerah Provinsi

Tersedianya Laporan

pengendalian dan pengawasan

Tarif kelas Ekonomi Angkutan

Orang dan Angkutan Perkotaan

dan Perdesaan dalam 1 (Satu)

Daerah Provinsi

Laporan

2 15 02 3.05

Pelaksanaan Manajemen dan

Rekayasa Lalu Lintas untuk

Jaringan Jalan Provinsi

2 15 02 3.05 0006

Pengawasan dan pengendalian

operasional terhadap

penggunaan jalan selain untuk

kepentingan lalu lintas di jalan

provinsi berkoordinasi dengan

Kepolisian NegaraRepublik

Indonesia

Terlaksananya Pengawasan dan

pengendalian operasional

terhadap penggunaan jalan

selain untuk kepentingan lalu

lintas di jalan provinsi

berkoordinasi dengan Kepolisian

Negara Republik Indonesia

Laporan

2 15 02 3.16
Penyediaan Prasarana

Transportasi Jalan

Jumlah Laporan pengendalian dan

pengawasan Tarif Kelas Ekonomi

Angkutan Orang dan Angkutan

Perkotaan dan Perdesaan dalam 1

(Satu) Daerah Provinsi

Jumlah Laporan Pengawasan dan

pengendalian operasional terhadap

penggunaan jalan selain untuk

kepentingan lalu lintas di jalan

provinsi berkoordinasi dengan

Kepolisian NegaraRepublik Indonesia

yang dilaksanakan
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PROVINSI
KINERJA INDIKATOR SATUAN

2 15 02 3.16 0001

Penyediaan Prasarana

Transportasi Terminal, Fasilitas

Pendukung dan Integrasi Moda

Tersedianya Prasarana

Transportasi Terminal, Fasilitas

Pendukung dan Integrasi Moda

Unit

2 15 02 3.16 0002
Penyediaan Sistem Manajemen

Transportasi Cerdas

Tersedianya Sistem Manajemen

Transportasi Cerdas
Unit

2 15 02 3.17
Pemberdayaan SDM Orang Asli

Papua di Bidang LLAJ

2 15 02 3.17 0001

Pembinaan dan Pemberdayaan

SDM Orang Asli Papua di bidang

LLAJ

Terlaksananya Pembinaan dan

Pemberdayaan SDM OAP di

bidang LLAJ

orang

2 15 02 4.05

Pelaksanaan Manajemen dan

Rekayasa Lalu Lintas untuk

Jaringan Jalan Provinsi

Jumlah Prasarana Transportasi

Terminal, Fasilitas Pendukung dan

Integrasi Moda yang Tersedia

Jumlah Sistem Manajemen

Transportasi Cerdas yang Tersedia

Jumlah SDM OAP yang

mendapatkan pembinaan dan

pemberdayaan di bidang LLAJ
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PROVINSI
KINERJA INDIKATOR SATUAN

2 15 02 4.05 0006

Pengawasan dan pengendalian

operasional terhadap

penggunaan jalan selain untuk

kepentingan lalu lintas di jalan

provinsi berkoordinasi dengan

Kepolisian NegaraRepublik

Indonesia

Terlaksananya Pengawasan dan

pengendalian operasional

terhadap penggunaan jalan

selain untuk kepentingan lalu

lintas di jalan provinsi

berkoordinasi dengan Kepolisian

Negara Republik Indonesia

Laporan

2 15 02 4.16
Penyediaan Prasarana

Transportasi Jalan

2 15 02 4.16 0001

Penyediaan Prasarana

Transportasi Terminal, Fasilitas

Pendukung dan Integrasi Moda

Tersedianya Prasarana

Transportasi Terminal, Fasilitas

Pendukung dan Integrasi Moda

Unit

2 15 02 4.16 0002
Penyediaan Sistem Manajemen

Transportasi Cerdas

Tersedianya Sistem Manajemen

Transportasi Cerdas
Unit

2 15 02 4.17
Pemberdayaan SDM Orang Asli

Papua di Bidang LLAJ

2 15 02 4.17 0001

Pembinaan dan Pemberdayaan

SDM Orang Asli Papua di bidang

LLAJ

Terlaksananya Pembinaan dan

Pemberdayaan SDM OAP di

bidang LLAJ

orang

Jumlah Prasarana Transportasi

Terminal, Fasilitas Pendukung dan

Integrasi Moda yang Tersedia

Jumlah Sistem Manajemen

Transportasi Cerdas yang Tersedia

Jumlah SDM OAP yang

mendapatkan pembinaan dan

pemberdayaan di bidang LLAJ

Jumlah Laporan Pengawasan dan

pengendalian operasional terhadap

penggunaan jalan selain untuk

kepentingan lalu lintas di jalan

provinsi berkoordinasi dengan

Kepolisian NegaraRepublik Indonesia

yang dilaksanakan
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PROVINSI
KINERJA INDIKATOR SATUAN

2 15 02 6.04
Pengelolaan Terminal

Penumpang Tipe A

2 15 02 6.04 0001

Penyusunan Rencana

Pembangunan Terminal

Penumpang Tipe A

Tersusunnya Rencana

Pembangunan Terminal

Penumpang Tipe A

Dokumen

2 15 02 6.04 0003
Pengembangan Sarana dan

Prasarana Terminal Tipe A

Berkembangnya Sarana dan

Prasarana Terminal Tipe A
Unit

2 15 02 6.04 0004

Rehabilitasi dan Pemeliharaan

Terminal Tipe A (Fasilitas Utama

dan Pendukung)

Terlaksananya Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Terminal Tipe A

(Fasilitas Utama dan Pendukung)

Unit

2 15 02 6.04 0006
Pengawasan Operasional

Terminal Penumpang Tipe A

Terlaksananya pengawasan

terminal Penumpang Tipe A
Laporan

2 15 02 6.04 0007

Penyelenggaran sistem informasi

manajemen terminal Penumpang

Tipe A

Terselenggaranya sistem

informasi manajemen terminal

Penumpang tipe A

Unit

2 15 02 6.04 0008

Pembangunan Terminal

Penumpang Tipe A yang

dilengkapi Fasilitas Utama dan

Fasilitas Penunjang

Terbangunnya Terminal Tipe A

yang dilengkapi fasilitas utama

dan fasilitas penunjang

Unit

Jumlah terminal Tipe A yang

terbangun yang dilengkapi Fasilitas

Utama dan Fasilitas Penunjang

Jumlah terminal yang

menyelenggaran sistem informasi

manajemen terminal tipe A

Jumlah Sarana dan Prasarana

Terminal Tipe A yang Dikembangkan

Jumlah Terminal Tipe A (Fasilitas

Utama dan Pendukung) yang

Terehabilitasi dan Terpelihara

Jumlah Dokumen Rencana

Pembangunan Terminal Penumpang

Tipe A

Jumlah Terminal Penumpang Tipe A

yang diawasi
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PROVINSI
KINERJA INDIKATOR SATUAN

2 15 02 6.04 0009

Peningkatan Kapasitas

Kompetensi SDM Pengelola

Terminal Penumpang Tipe A

Terlaksana Pemenuhan

Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pengelola Terminal Tipe A

Orang

2 15 03
PROGRAM PENGELOLAAN

PELAYARAN

2 15 03 1.01

Penerbitan Izin Usaha Angkutan

Laut bagi Badan Usaha yang

Berdomisili dalam Wilayah dan

Beroperasi pada Lintas

Pelabuhan antar Daerah

Kabupaten/Kota dalam Wilayah

Daerah Provinsi

2 15 03 1.01 0001

Fasilitasi Pemenuhan

Persyaratan Perolehan Izin

Usaha Angkutan Laut

Kewenangan Provinsi dalam

Sistem Pelayanan Perizinan

Berusaha Terintegrasi Secara

Elektronik

Tersedianya Angkutan Laut

Kewenangan Provinsi dalam

Sistem Pelayanan Perizinan

Berusaha Terintegrasi Secara

Elektronik yang memenuhi

persyaratan perizinan

Unit

Jumlah Kebutuhan Kompetensi

Sumber Daya Manusia Pengelola

Terminal Tipe A yang terpenuhi.

Jumlah Angkutan Laut Kewenangan

Provinsi dalam Sistem Pelayanan

Perizinan Berusaha Terintegrasi

Secara Elektronik yang memenuhi

persyaratan perizinan
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KODE

NOMENKLATUR URUSAN 

PROVINSI
KINERJA INDIKATOR SATUAN

2 15 03 1.01 0002

Koordinasi dan Sinkronisasi

Pengawasan Pelaksanaan Izin

Usaha Angkutan Laut

Kewenangan Provinsi 

Terlaksananya Koordinasi dan

Sinkronisasi Pengawasan

Pelaksanaan Izin Usaha

Angkutan Laut Kewenangan

Provinsi

Laporan

2 15 03 1.02

Penerbitan Izin Usaha Angkutan

Laut Pelayaran Rakyat bagi

Orang Perorangan atau Badan

Usaha yang Berdomisili dan

yang Beroperasi pada Lintas

Pelabuhan antar Daerah

Kabupaten/Kota dalam Daerah

Provinsi, Pelabuhan antar

Daerah Provinsi, dan Pelabuhan

Internasional

Jumlah Laporan Koordinasi dan

Sinkronisasi Pengawasan

Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan

Laut Kewenangan Provinsi
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KODE

NOMENKLATUR URUSAN 

PROVINSI
KINERJA INDIKATOR SATUAN

2 15 03 1.02 0001

Fasilitasi Pemenuhan

Persyaratan Perolehan Izin

Angkutan Laut Pelayaran Rakyat

Kewenangan Provinsi dalam

Sistem Pelayanan Perizinan

Berusaha Terintegrasi Secara

Elektronik

Tersedianya Angkutan Laut

Pelayaran Rakyat Kewenangan

Provinsi dalam Sistem Pelayanan

Perizinan Berusaha Terintegrasi

Secara Elektronik yang

Memenuhi Syarat Perizinan

Unit

2 15 03 1.02 0002

Koordinasi dan Sinkronisasi

Pengawasan Pelaksanaan Izin

Usaha Angkutan Laut Pelayaran

Rakyat Kewenangan Provinsi 

Terlaksananya Koordinasi dan

Sinkronisasi Pengawasan

Pelaksanaan Izin Usaha

Angkutan Laut Pelayaran Rakyat

Kewenangan Provinsi

Laporan

2 15 03 1.03

Penerbitan Izin Trayek

Penyelenggaraan Angkutan

Sungai dan Danau untuk Kapal

yang Melayani Trayek antar

Daerah Kabupaten/Kota dalam

Daerah Provinsi yang

Bersangkutan

Jumlah Laporan Koordinasi dan

Sinkronisasi Pengawasan

Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan

Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan

Provinsi

Jumlah Angkutan Laut Pelayaran

Rakyat Kewenangan Provinsi dalam

Sistem Pelayanan Perizinan

Berusaha Terintegrasi Secara

Elektronik yang Memenuhi Syarat

Perizinan
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KODE

NOMENKLATUR URUSAN 

PROVINSI
KINERJA INDIKATOR SATUAN

2 15 03 1.03 0001

Fasilitasi Pemenuhan

Persyaratan Perolehan

Izinangkutan Sungai dan Danau

untuk Kapal yang Melayani

Trayek Kewenangan Provinsi

dalam Sistem Pelayanan

Perizinan Berusaha Terintegrasi

Secara Elektronik

Tersedianya Angkutan Sungai

dan Danau untuk Kapal yang

Melayani Trayek Kewenangan

Provinsi dalam Sistem Pelayanan

Perizinan Berusaha Terintegrasi

Secara Elektronik yang

Memenuhi Syarat Serizinan

Unit

2 15 03 1.03 0002

Koordinasi dan Sinkronisasi

Pengawasan Pelaksanaan Izin

Usaha Angkutan Sungai dan

Danau untuk Kapal yang

Melayani Trayek Kewenangan

Provinsi 

Terlaksananya Koordinasi dan

Sinkronisasi Pengawasan

Pelaksanaan Izin Usaha

Angkutan Sungai dan Danau

untuk Kapal yang Melayani

Trayek Kewenangan Provinsi

Laporan

Jumlah Laporan Koordinasi dan

Sinkronisasi Pengawasan

Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan

Sungai dan Danau untuk Kapal yang

Melayani Trayek Kewenangan

Provinsi

Jumlah Angkutan Sungai dan Danau

untuk Kapal yang Melayani Trayek

Kewenangan Provinsi dalam Sistem

Pelayanan Perizinan Berusaha

Terintegrasi Secara Elektronik yang

Semenuhi Syarat Perizinan
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KODE

NOMENKLATUR URUSAN 

PROVINSI
KINERJA INDIKATOR SATUAN

2 15 03 1.04

Penetapan Lintas Penyeberangan

dan Persetujuan Pengoperasian

Kapal antar Daerah

Kabupaten/Kota dalam Daerah

Provinsi yang Terletak pada

Jaringan Jalan Provinsi

dan/atau Jaringan Jalur Kereta

Api Provinsi

2 15 03 1.04 0002

Penyediaan Data dan Informasi

Jaringan Lintas Penyeberangan

dan Persetujuan Pengoperasian

Angkutan Sungai, Danau dan

Penyeberangan antar Daerah

Kabupaten/Kota dalam Daerah

Provinsi pada Jaringan Jalan

Provinsi dan/atau Jaringan

Jalur Kereta Api Provinsi

Tersedianya Data dan Informasi

Jaringan Lintas Penyeberangan

dan Disetujuinya Pengoperasian

Angkutan Sungai, Danau dan

Penyeberangan antar Daerah

Kabupaten/Kota dalam Daerah

Provinsi pada Jaringan Jalan

Provinsi dan/atau Jaringan

Jalur Kereta Api Provinsi

Dokumen

Jumlah Data dan Informasi Jaringan

Lintas Penyeberangan dan

Disetujuinya Pengoperasian

Angkutan Sungai, Danau dan

Penyeberangan antar Daerah

Kabupaten/Kota dalam Daerah

Provinsi pada Jaringan Jalan

Provinsi dan/atau Jaringan Jalur

Kereta Api Provinsi
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KODE

NOMENKLATUR URUSAN 

PROVINSI
KINERJA INDIKATOR SATUAN

2 15 03 1.05

Penetapan Lintas Penyeberangan

dan Persetujuan Pengoperasian

untuk Kapal yang Melayani

Penyeberangan Lintas Pelabuhan

antar Daerah Kabupaten/Kota

dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

2 15 03 1.05 0003

Penyediaan Data dan Informasi

Jaringan Lintas Sungai, Danau

dan Penyeberangan dan

Persetujuan Pengoperasian

Angkutan Sungai, Danau dan

Penyeberangan Lintas Pelabuhan

antar Daerah Kabupaten/Kota

dalam Daerah Provinsi

Tersedianya Data dan Informasi

Jaringan Lintas Sungai, Danau

dan Penyeberangan dan

Disetujuinya Pengoperasian

Angkutan Sungai, Danau dan

Penyeberangan Lintas Pelabuhan

antar Daerah Kabupaten/Kota

dalam Daerah Provinsi

Dokumen

Jumlah Data dan Informasi Jaringan

Lintas Sungai, Danau dan

Penyeberangan dan Disetujuinya

Pengoperasian Angkutan Sungai,

Danau dan Penyeberangan Lintas

Pelabuhan antar Daerah

Kabupaten/Kota dalam Daerah

Provinsi
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NOMENKLATUR URUSAN 

PROVINSI
KINERJA INDIKATOR SATUAN

2 15 03 1.05 0004

Pengendalian dan Pengawasan

Jaringan Lintas Sungai, Danau

dan Penyeberangan dan

Persetujuan Pengoperasian

Angkutan Sungai, Danau dan

Penyeberangan Lintas Pelabuhan

antar Daerah Kabupaten/Kota

dalam Daerah Provinsi

Terkendalinya dan Terawasinya

Jaringan Lintas Sungai, Danau

dan Penyeberangan dan

terkendalinya dan terawasinya

izin persetujuan pengoperasian

angkutan Sungai, Danau dan

penyeberangan Lintas Pelabuhan

Antar Daerah Kabupaten/Kota

dalam Daerah Provinsi

Laporan

Jumlah laporan pengendalian dan

pengawasan Jaringan Lintas Sungai,

Danau dan Penyeberangan dan

Jumlah Laporan Pengendalian dan

Pengawasan izin persetujuan

pengoperasian angkutan Sungai,

Danau dan penyeberangan Lintas

Pelabuhan Antar Daerah

Kabupaten/Kota dalam Daerah

Provinsi
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NOMENKLATUR URUSAN 

PROVINSI
KINERJA INDIKATOR SATUAN

2 15 03 1.06

Penerbitan Izin Usaha Jasa

Terkait Berupa Bongkar Muat

Barang, Jasa Pengurusan

Transportasi, Angkutan Perairan

Pelabuhan, Penyewaan Peralatan

Angkutan Laut atau Peralatan

Jasa Terkait Dengan Angkutan

Laut, Tally Mandiri, dan Depo

Peti Kemas
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NOMENKLATUR URUSAN 

PROVINSI
KINERJA INDIKATOR SATUAN

2 15 03 1.06 0001

Fasilitasi Pemenuhan

Persyaratan Perolehan Izin

Usaha Jasa Terkait Berupa

Bongkar Muat Barang, Jasa

Pengurusan Transportasi,

Angkutan Perairan Pelabuhan,

Penyewaan Peralatan Angkutan

Laut atau Peralatan Jasa Terkait

dengan Angkutan Laut, Tally

Mandiri, dan Depo Peti Kemas

dalam Sistem Pelayanan

Perizinan Berusaha Terintegrasi

Secara Elektronik

Tersedianya Dokumen terkait

Pemenuhan Persyaratan

Perolehan Izin Usaha Jasa

Berupa Bongkar Muat Barang,

Jasa Pengurusan Transportasi,

Angkutan Perairan Pelabuhan,

Penyewaan Peralatan Angkutan

Laut atau Peralatan Jasa Terkait

dengan Angkutan Laut, Tally

Mandiri, dan Depo Peti Kemas

dalam Sistem Pelayanan

Perizinan Berusaha Terintegrasi

Secara Elektronik

Dokumen

Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan 

Persyaratan Perolehan Izin Usaha

Jasa Berupa Bongkar Muat Barang,

Jasa Pengurusan Transportasi,

Angkutan Perairan Pelabuhan,

Penyewaan Peralatan Angkutan Laut

atau Peralatan Jasa Terkait dengan

Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan

Depo Peti Kemas dalam Sistem

Pelayanan Perizinan Berusaha

Terintegrasi Secara Elektronik



- 500 -

U
R

U
S

A
N

 /
 U

N
S

U
R

B
ID

A
N

G
 U

R
U

S
A

N
 /

 

B
ID

A
N

G
 U

N
S

U
R

P
R

O
G

R
A

M

K
E

G
IA

T
A

N

S
U

B
 K

E
G

IA
T
A

N

KODE

NOMENKLATUR URUSAN 

PROVINSI
KINERJA INDIKATOR SATUAN

2 15 03 1.06 0002

Koordinasi dan Sinkronisasi

Pengawasan Pelaksanaan Izin

Usaha Jasa Terkait Berupa

Bongkar Muat Barang, Jasa

Pengurusan Transportasi,

Angkutan Perairan Pelabuhan,

Penyewaan Peralatan Angkutan

Laut atau Peralatan Jasa Terkait

dengan Angkutan Laut, Tally

Mandiri, dan Depo Peti Kemas

Terlaksananya Koordinasi dan

Sinkronisasi Pengawasan

Pelaksanaan Izin Usaha Jasa

Terkait Berupa Bongkar Muat

Barang, Jasa Pengurusan

Transportasi, Angkutan Perairan

Pelabuhan, Penyewaan Peralatan

Angkutan Laut atau Peralatan

Jasa Terkait dengan Angkutan

Laut, Tally Mandiri, dan Depo

Peti Kemas

Laporan

2 15 03 1.07

Penetapan Tarif Angkutan

Penyeberangan Penumpang

Kelas Ekonomi dan Kendaraan

Beserta Muatannya pada Lintas

Penyeberangan antar Daerah

Kabupaten/Kota dalam Daerah

Provinsi

Jumlah Laporan Koordinasi dan

Sinkronisasi Pengawasan

Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait

Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa

Pengurusan Transportasi, Angkutan

Perairan Pelabuhan, Penyewaan

Peralatan Angkutan Laut atau

Peralatan Jasa Terkait dengan

Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan

Depo Peti Kemas
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NOMENKLATUR URUSAN 

PROVINSI
KINERJA INDIKATOR SATUAN

2 15 03 1.07 0001

Analisis Tarif Angkutan

Penyeberangan Penumpang

Kelas Ekonomi dan Kendaraan

Beserta Muatannya pada Lintas

Penyeberangan antar Daerah

Kabupaten/Kota

Terlaksananya Analisis Tarif

Angkutan Penyeberangan

Penumpang Kelas Ekonomi dan

Kendaraan Beserta Muatannya

pada Lintas Penyeberangan

Antar Daerah Kabupaten/Kota

Dokumen

2 15 03 1.07 0002

Penyediaan Data dan Informasi

Tarif Angkutan Penyeberangan

Penumpang Kelas Ekonomi dan

Kendaraan Beserta Muatannya

pada Lintas Penyeberangan

antar Daerah Kabupaten/Kota

Tersedianya Data dan Informasi

Tarif Angkutan Penyeberangan

Penumpang Kelas Ekonomi dan

Kendaraan Beserta Muatannya

pada Lintas Penyeberangan

antar Daerah Kabupaten/Kota

Dokumen

Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif

Angkutan Penyeberangan

Penumpang Kelas Ekonomi dan

Kendaraan Beserta Muatannya pada

Lintas Penyeberangan Antar Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah Data dan Informasi Tarif

Angkutan Penyeberangan

Penumpang Kelas Ekonomi dan

Kendaraan Beserta Muatannya pada

Lintas Penyeberangan antar Daerah

Kabupaten/Kota
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NOMENKLATUR URUSAN 

PROVINSI
KINERJA INDIKATOR SATUAN

2 15 03 1.07 0003

Pengendalian dan Pengawasan

Tarif Angkutan Penyeberangan

Penumpang Kelas Ekonomi dan

Kendaraan Beserta Muatannya

pada Lintas Penyeberangan

antar Daerah Kabupaten/Kota

Terkendalinya dan Terawasinya

Tarif Angkutan Penyeberangan

Penumpang Kelas Ekonomi dan

Kendaraan Beserta Muatannya

pada Lintas Penyeberangan

antar Daerah Kabupaten/Kota

Laporan

2 15 03 1.08

Penetapan Rencana Induk dan

Daerah Lingkungan Kerja

(DLKR)/Daerah Lingkungan

Kepentingan (DLKP) Pelabuhan

Pengumpan Regional

2 15 03 1.08 0001

Pelaksanaan Penyusunan

Rencana Induk dan Daerah

Lingkungan Kerja

(DLKR)/Daerah Lingkungan

Kepentingan (DLKP) Pelabuhan

Pengumpan Regional

Tersusunnya Rencana Induk dan

Daerah Lingkungan Kerja

(DLKR)/Daerah Lingkungan

Kepentingan (DLKP) Pelabuhan

Pengumpan Regional

Dokumen

Jumlah Laporan pengendalian dan

pengawasan Tarif Angkutan

Penyeberangan Penumpang Kelas

Ekonomi dan Kendaraan Beserta

Muatannya pada Lintas

Penyeberangan antar Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Rencana Induk

dan Daerah Lingkungan Kerja

(DLKR)/Daerah Lingkungan

Kepentingan (DLKP) Pelabuhan

Pengumpan Regional
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NOMENKLATUR URUSAN 

PROVINSI
KINERJA INDIKATOR SATUAN

2 15 03 1.08 0002

Penetapan Kebijakan dan

Sosialisasi Rencana Induk dan

Daerah Lingkungan Kerja

(DLKR)/Daerah Lingkungan

Kepentingan (DLKP) Pelabuhan

Pengumpan Regional

Ditetapkannya Kebijakan dan

Tersosialisasinya Rencana Induk

dan Daerah Lingkungan Kerja

(DLKR)/Daerah Lingkungan

Kepentingan (DLKP) Pelabuhan

Pengumpan Regional

Dokumen

2 15 03 1.08 0003

Pengendalian Pelaksanaan

Rencana Induk dan Daerah

Lingkungan Kerja

(DLKR)/Daerah Lingkungan

Kepentingan (DLKP) Pelabuhan

Pengumpan Regional

Terkendalinya Pelaksanaan

Rencana Induk dan Daerah

Lingkungan Kerja

(DLKR)/Daerah Lingkungan

Kepentingan (DLKP) Pelabuhan

Pengumpan Regional

Laporan

2 15 03 1.09

Pembangunan, Penerbitan Izin

Pembangunan dan

Pengoperasian Pelabuhan

Pengumpan Regional

Jumlah Dokumen Penetapan

Kebijakan dan Sosialisasi Rencana

Induk dan Daerah Lingkungan Kerja

(DLKR)/Daerah Lingkungan

Kepentingan (DLKP) Pelabuhan

Pengumpan Regional

Jumlah Laporan Pengendalian

Pelaksanaan Rencana Induk dan

Daerah Lingkungan Kerja

(DLKR)/Daerah Lingkungan

Kepentingan (DLKP) Pelabuhan

Pengumpan Regional
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NOMENKLATUR URUSAN 

PROVINSI
KINERJA INDIKATOR SATUAN

2 15 03 1.09 0001

Fasilitasi Pemenuhan

Persyaratan Perizinan

Pembangunan dan

Pengoperasian Pelabuhan

Pengumpan Regional

Tersedianya Pelabuhan

Pengumpan Regional yang

Memenuhi Persyaratan Perizinan

Pembangunan dan

Pengoperasian

Unit

2 15 03 1.09 0002
Pembangunan Pelabuhan

Pengumpan Regional

Terbangunnya Pelabuhan

Pengumpan Regional
Unit

2 15 03 1.09 0003
Pengoperasian dan Pemeliharaan

Pelabuhan Pengumpan Regional

Terlaksananya Pengoperasian

dan Pemeliharaan Pelabuhan

Pengumpan Regional

Unit

2 15 03 1.09 0004
Pengawasan Pengoperasian

Pelabuhan Pengumpan Regional

Terawasinya Pengoperasian

Pelabuhan Pengumpan Regional
Laporan

2 15 03 1.09 0005

Pemenuhan Fasilitas Pelayanan

Angkutan pelabuhan

Pengumpan Regional

Terpenuhinya Fasilitas

Pelayanan Angkutan Pelabuhan

Pengumpan Regional

Unit

Jumlah Laporan pengawasan

Pengoperasian Pelabuhan

Pengumpan Regional

Jumlah Fasilitas Pelayanan

Angkutan Pelabuhan Pengumpan

Regional yang Tersedia

Jumlah Pelabuhan Pengumpan

Regional yang Memenuhi Persyaratan

Perizinan Pembangunan dan

Pengoperasian

Jumlah Pelabuhan Pengumpan

Regional yang Beroperasi dan

terpelihara

Jumlah Pelabuhan Pengumpan

Regional yang Terbangun
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NOMENKLATUR URUSAN 

PROVINSI
KINERJA INDIKATOR SATUAN

2 15 03 1.10

Pembangunan dan Penerbitan

Izin Pelabuhan Sungai dan

Danau yang Melayani Trayek

Lintas Daerah Kabupaten/Kota

dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

2 15 03 1.10 0001

Fasilitasi Pemenuhan

Persyaratan Perizinan Pelabuhan

Sungai dan Danau yang

Melayani Trayek Lintas Daerah

Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)

Daerah Provinsi

Tersedianya Pelabuhan Sungai

dan Danau yang Melayani

Trayek Lintas Daerah

Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)

Daerah Provinsi yang memenuhi

persyaratan perizinan

Laporan

2 15 03 1.10 0002

Pembangunan Pelabuhan Sungai

dan Danau yang Melayani

Trayek Lintas Daerah

Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)

Daerah Provinsi

Terbangunnya Pelabuhan Sungai

dan Danau yang Melayani

Trayek Lintas Daerah

Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)

Daerah Provinsi

Unit

Jumlah Pelabuhan Sungai dan

Danau yang Melayani Trayek Lintas

Daerah Kabupaten/Kota dalam 1

(satu) Daerah Provinsi yang

memenuhi persyaratan perizinan

Jumlah Pelabuhan Sungai dan

Danau yang Melayani Trayek Lintas

Daerah Kabupaten/Kota dalam 1

(satu) Daerah Provinsi yang

Terbangun
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NOMENKLATUR URUSAN 

PROVINSI
KINERJA INDIKATOR SATUAN

2 15 03 1.10 0003

Pengoperasian dan Pemeliharaan

Pelabuhan Sungai dan Danau

yang Melayani Trayek Lintas

Daerah Kabupaten/Kota dalam 1

(satu) Daerah Provinsi

Terlaksananya Pengoperasian

dan Pemeliharaan Pelabuhan

Sungai dan Danau yang

Melayani Trayek Lintas Daerah

Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)

Daerah Provinsi

Unit

2 15 03 1.10 0006

Peningkatan Kompetensi Personil

di bidang Angkutan Sungai dan

Danau

Meningkatnya Kompetensi

Personil bidang Angkutan

Sungai dan Danau

Orang

2 15 03 1.10 0007

Fasilitasi Peningkatan

Kompetensi Personil di bidang

Pengoperasian & Pemeliharaan

Pelabuhan Sungai, Danau dan

Penyeberangan

Meningkatnya Kompetensi

Personil bidang Pengoperasian &

Pemeliharaan Pelabuhan Sungai

dan Danau

Orang

2 15 03 1.10 0008

Pengawasan Pengoperasian

Pelabuhan Sungai, Danau dan

Penyeberangan yang Melayani

Trayek antar Daerah

Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)

Daerah Provinsi

Terawasinya Pengoperasian

Pelabuhan Sungai, Danau dan

Penyeberangan yang Melayani

Trayek antar Daerah

Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu)

Daerah Provinsi

Laporan

Jumlah Pelabuhan Sungai dan

Danau yang Melayani Trayek Lintas

Daerah Kabupaten/Kota dalam 1

(satu) Daerah Provinsi yang

dilakukan Pengoperasian dan

Pemeliharaan

Jumlah Personil yang ditingkatkan

kompetensinya dan tersertifikasi

Jumlah Personil yang ditingkatkan

kompetensinya dan tersertifikasi

Jumlah Laporan Pengawasan

Pengoperasian Pelabuhan Sungai,

Danau dan Penyeberangan yang

Melayani Trayek antar Daerah

Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu)

Daerah Provinsi
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NOMENKLATUR URUSAN 

PROVINSI
KINERJA INDIKATOR SATUAN

2 15 03 1.10 0009

Pemenuhan Fasilitas Pelayanan

Angkutan Pelabuhan Sungai,

Danau dan Penyeberangan yang

Melayani Trayek Lintas Daerah

Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)

Daerah Provinsi

Terpenuhinya Fasilitas

Pelayanan Angkutan Pelabuhan

Sungai, Danau dan

Penyeberangan yang Melayani

Trayek Lintas Daerah

Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)

Daerah Provinsi

Unit

2 15 03 1.11

Penerbitan Izin Usaha untuk

Badan Usaha Pelabuhan di

Pelabuhan Pengumpan Regional

2 15 03 1.11 0001

Fasilitasi Pemenuhan

Persyaratan Perolehan Izin

Usaha untuk Badan Usaha

Pelabuhan di Pelabuhan

Pengumpan Regional dalam

Sistem Pelayanan Perizinan

Berusaha Terintegrasi Secara

Elektronik

Tersusunnya Dokumen

Pemenuhan Persyaratan

Perolehan Izin Usaha untuk

Badan Usaha Pelabuhan di

Pelabuhan Pengumpan Regional

dalam Sistem Pelayanan

Perizinan Berusaha Terintegrasi

Secara Elektronik

Dokumen

Jumlah Fasilitas Pelayanan

Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau

dan Penyeberangan yang Tersedia

Jumlah Dokumen Pemenuhan

Persyaratan Perolehan Izin Usaha

untuk Badan Usaha Pelabuhan di

Pelabuhan Pengumpan Regional

dalam Sistem Pelayanan Perizinan

Berusaha Terintegrasi Secara

Elektronik
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PROVINSI
KINERJA INDIKATOR SATUAN

2 15 03 1.11 0002

Koordinasi dan Sinkronisasi

Pengawasan Pelaksanaan Izin

untuk Badan Usaha Pelabuhan

di Pelabuhan Pengumpan

Regional

Terlaksananya Koordinasi dan

Sinkronisasi Pengawasan

Pelaksanaan Izin Untuk Badan

Usaha Pelabuhan di Pelabuhan

Pengumpan Regional

Laporan

2 15 03 1.12

Penerbitan Izin Pengembangan

Pelabuhan untuk Pelabuhan

Pengumpan Regional

2 15 03 1.12 0001

Fasilitasi Pemenuhan

Persyaratan Perolehan Izin

Pengembangan Pelabuhan untuk

Pelabuhan Pengumpan Regional

dalam Sistem Pelayanan

Perizinan Berusaha Terintegrasi

Secara Elektronik

Tersusunnya Dokumen

Pemenuhan Persyaratan

Perolehan Izin Pengembangan

Pelabuhan untuk Pelabuhan

Pengumpan Regional dalam

Sistem Pelayanan Perizinan

Berusaha Terintegrasi Secara

Elektronik

Dokumen

Jumlah Laporan Koordinasi dan

Sinkronisasi Pengawasan

Pelaksanaan Izin Untuk Badan

Usaha Pelabuhan di Pelabuhan

Pengumpan Regional

Jumlah Dokumen Pemenuhan

Persyaratan Perolehan Izin

Pengembangan Pelabuhan untuk

Pelabuhan Pengumpan Regional

dalam Sistem Pelayanan Perizinan

Berusaha Terintegrasi Secara

Elektronik
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NOMENKLATUR URUSAN 

PROVINSI
KINERJA INDIKATOR SATUAN

2 15 03 1.12 0002

Koordinasi dan Sinkronisasi

Pengawasan Pelaksanaan Izin

Pengembangan Pelabuhan Untuk

Pelabuhan Pengumpan Regional

Terlaksananya Koordinasi dan

Sinkronisasi Pengawasan

Pelaksanaan Izin Pengembangan

Pelabuhan Untuk Pelabuhan

Pengumpan Regional

Laporan

2 15 03 1.13

Penerbitan Izin Pengoperasian

Pelabuhan Selama 24 Jam

untuk Pelabuhan Pengumpan

Regional

2 15 03 1.13 0001

Fasilitasi Pemenuhan

Persyaratan Perolehan Izin

Pengoperasian Pelabuhan

Selama 24 Jam untuk

Pelabuhan Pengumpan Regional

Dalam Sistem Pelayanan

Perizinan Berusaha Terintegrasi

Secara Elektronik

Tersedianya Pelabuhan

Pengumpan Regional yang

memenuhi Persyaratan Izin

Pengoperasian Selama 24 Jam

dalam Sistem Pelayanan

Perizinan Berusaha Terintegrasi

Secara Elektronik

Unit

Jumlah Pelabuhan Pengumpan

Regional yang memenuhi Persyaratan

Izin Pengoperasian Selama 24 Jam

dalam Sistem Pelayanan Perizinan

Berusaha Terintegrasi Secara

Elektronik

Jumlah Laporan Koordinasi dan

Sinkronisasi Pengawasan

Pelaksanaan Izin Pengembangan

Pelabuhan Untuk Pelabuhan

Pengumpan Regional
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PROVINSI
KINERJA INDIKATOR SATUAN

2 15 03 1.13 0002

Koordinasi dan Sinkronisasi

Pengawasan Pelaksanaan Izin

Usaha Pengoperasian Pelabuhan

Selama 24 Jam untuk

Pelabuhan Pengumpan Regional

Terlaksananya Koordinasi dan

Sinkronisasi Pengawasan

Pelaksanaan Izin Usaha

Pengoperasian Pelabuhan

Selama 24 Jam Untuk

Pelabuhan Pengumpan Regional

Laporan

2 15 03 1.14

Penerbitan Izin Pekerjaan

Pengerukan di Wilayah Perairan

Pelabuhan Pengumpan Regional

2 15 03 1.14 0001

Fasilitasi Pemenuhan

Persyaratan Perolehan Izin

Pekerjaan Pengerukan di Wilayah 

Perairan Pelabuhan Pengumpan

Regional dalam Sistem

Pelayanan Perizinan Berusaha

Terintegrasi Secara Elektronik

Tersusunnya Dokumen

Pemenuhan Persyaratan

Perolehan Izin Pekerjaan

Pengerukan di Wilayah Perairan

Pelabuhan Pengumpan Regional

dalam Sistem Pelayanan

Perizinan Berusaha Terintegrasi

Secara Elektronik

Dokumen

Jumlah Dokumen Pemenuhan

Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan

Pengerukan di Wilayah Perairan

Pelabuhan Pengumpan Regional

dalam Sistem Pelayanan Perizinan

Berusaha Terintegrasi Secara

Elektronik

Jumlah Laporan Koordinasi dan

Sinkronisasi Pengawasan

Pelaksanaan Izin Usaha

Pengoperasian Pelabuhan Selama 24

Jam untuk Pelabuhan Pengumpan

Regional
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PROVINSI
KINERJA INDIKATOR SATUAN

2 15 03 1.14 0002

Koordinasi dan Sinkronisasi

Pengawasan Pelaksanaan Izin

Pekerjaan Pengerukan di Wilayah 

Perairan Pelabuhan Pengumpan

Regional

Terlaksananya Koordinasi dan

Sinkronisasi Pengawasan

Pelaksanaan Izin Pekerjaan

Pengerukan di Wilayah Perairan

Pelabuhan Pengumpan Regional

Laporan

2 15 03 1.15

Penerbitan Izin Reklamasi di

Wilayah Perairan Pelabuhan

Pengumpan Regional

2 15 03 1.15 0001

Fasilitasi Pemenuhan

Persyaratan Perolehan Izin

Reklamasi di Wilayah Perairan

Pelabuhan Pengumpan Regional

dalam Sistem Pelayanan

Perizinan Berusaha Terintegrasi

Secara Elektronik

Tersusunnya Dokumen

Pemenuhan Persyaratan

Perolehan Izin Reklamasi di

Wilayah Perairan Pelabuhan

Pengumpan Regional dalam

Sistem Pelayanan Perizinan

Berusaha Terintegrasi Secara

Elektronik

Dokumen

Jumlah Dokumen pemenuhan

Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi

di Wilayah Perairan Pelabuhan

Pengumpan Regional dalam Sistem

Pelayanan Perizinan Berusaha

Terintegrasi Secara Elektronik

Jumlah Laporan Koordinasi dan

Sinkronisasi Pengawasan

Pelaksanaan Izin Pekerjaan

Pengerukan di Wilayah Perairan

Pelabuhan Pengumpan Regional
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PROVINSI
KINERJA INDIKATOR SATUAN

2 15 03 1.15 0002

Koordinasi dan Sinkronisasi

Pengawasan Pelaksanaan Izin

Reklamasi di Wilayah Perairan

Pelabuhan Pengumpan Regional

Terlaksananya Koordinasi dan

Sinkronisasi Pengawasan

Pelaksanaan Izin Reklamasi di

Wilayah Perairan Pelabuhan

Pengumpan Regional

Laporan

2 15 03 1.16

Penerbitan Izin Pengelolaan

Terminal untuk Kepentingan

Sendiri (TUKS) di dalam

DLKR/DLKP Pelabuhan

Pengumpan Regional

2 15 03 1.16 0001

Fasilitasi Pemenuhan

Persyaratan Perolehan Izin

Pengelolaan Terminal untuk

Kepentingan Sendiri (TUKS) di

dalam DLKR/DLKP Pelabuhan

Pengumpan Regional dalam

Sistem Pelayanan Perizinan

Berusaha Terintegrasi Secara

Elektronik

Tersusunnya Dokumen

Pemenuhan Persyaratan

Perolehan Izin Pengelolaan

Terminal untuk Kepentingan

Sendiri (TUKS) di dalam

DLKR/DLKP Pelabuhan

Pengumpan Regional dalam

Sistem Pelayanan Perizinan

Berusaha Terintegrasi Secara

Elektronik

Dokumen

Jumlah Laporan Koordinasi dan

Sinkronisasi Pengawasan

Pelaksanaan Izin Reklamasi di

Wilayah Perairan Pelabuhan

Pengumpan Regional

Jumlah Dokumen Pemenuhan

Persyaratan Perolehan Izin

Pengelolaan Terminal untuk

Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam

DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan

Regional dalam Sistem Pelayanan

Perizinan Berusaha Terintegrasi

Secara Elektronik
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PROVINSI
KINERJA INDIKATOR SATUAN

2 15 03 1.16 0002

Koordinasi dan Sinkronisasi

Pengawasan Pelaksanaan Izin

Pengelolaan Terminal untuk

Kepentingan Sendiri (TUKS) di

dalam DLKR/DLKP Pelabuhan

Pengumpan Regional

Terlaksananya Koordinasi dan

Sinkronisasi Pengawasan

Pelaksanaan Izin Pengelolaan

Terminal untuk Kepentingan

Sendiri (TUKS) di Dalam

DLKR/DLKP Pelabuhan

Pengumpan Regional

Laporan

2 15 03 3.08

Penetapan Rencana Induk dan

Daerah Lingkungan Kerja

(DLKR)/Daerah Lingkungan

Kepentingan (DLKP) Pelabuhan

Pengumpan Regional

2 15 03 3.08 0004

Koordinasi penetapan rencana

rinci tata ruang kawasan di

sekitar pelabuhan dengan

memperhatikan rencana induk

pelabuhan dan rencana induk

pelabuhan nasional

Terlaksananya penetapan

rencana rinci tata ruang

kawasan di sekitar pelabuhan

dengan memperhatikan rencana

induk pelabuhan dan rencana

induk pelabuhan nasional

Laporan

Jumlah Laporan penetapan rencana

rinci tata ruang kawasan di sekitar

pelabuhan dengan memperhatikan

rencana induk pelabuhan dan

rencana induk pelabuhan nasional

yang dilaksanakan

Jumlah Laporan Koordinasi dan

Sinkronisasi Pengawasan

Pelaksanaan Izin Pengelolaan

Terminal untuk Kepentingan Sendiri

(TUKS) di Dalam DLKR/DLKP

Pelabuhan Pengumpan Regional
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PROVINSI
KINERJA INDIKATOR SATUAN

2 15 03 3.10

Penetapan Tarif Angkutan

Penyeberangan Penumpang

Kelas Ekonomi dan Kendaraan

Beserta Muatannya pada Lintas

Penyeberangan antar D

2 15 03 3.10 0006

Pengendalian dan Pengawasan

Tarif Angkutan sungai dan

danau Yang Melayani Trayek

Lintas Daerah Kabupaten/Kota

dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Terkendalinya dan Terawasinya

Tarif Angkutan sungai dan

danau Yang Melayani Trayek

Lintas Daerah Kabupaten/Kota

dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Laporan

2 15 03 3.17
Pemberdayaan SDM Orang Asli

Papua Bidang Pelayaran

2 15 03 3.17 0001

Pembinaan dan Pemberdayaan

SDM Orang Asli Papua Bidang

Pelayaran

Terlaksananya Pembinaan dan

Pemberdayaan SDM OAP Bidang

Pelayaran

orang

Jumlah laporan pengendalian dan

pengawasan Tarif Angkutan sungai

dan danau Yang Melayani Trayek

Lintas Daerah Kabupaten/Kota

dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Jumlah SDM OAP yang

mendapatkan pembinaan dan

pemberdayaan Bidang Pelayaran
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PROVINSI
KINERJA INDIKATOR SATUAN

2 15 03 4.08

Penetapan Rencana Induk dan

Daerah Lingkungan Kerja

(DLKR)/Daerah Lingkungan

Kepentingan (DLKP) Pelabuhan

Pengumpan Regional

2 15 03 4.08 0004

Koordinasi penetapan rencana

rinci tata ruang kawasan di

sekitar pelabuhan dengan

memperhatikan rencana induk

pelabuhan dan rencana induk

pelabuhan nasional

Terlaksananya penetapan

rencana rinci tata ruang

kawasan di sekitar pelabuhan

dengan memperhatikan rencana

induk pelabuhan dan rencana

induk pelabuhan nasional

Laporan

2 15 03 4.10

Penetapan Tarif Angkutan

Penyeberangan Penumpang

Kelas Ekonomi dan Kendaraan

Beserta Muatannya pada Lintas

Penyeberangan antar D

Jumlah Laporan penetapan rencana

rinci tata ruang kawasan di sekitar

pelabuhan dengan memperhatikan

rencana induk pelabuhan dan

rencana induk pelabuhan nasional

yang dilaksanakan
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PROVINSI
KINERJA INDIKATOR SATUAN

2 15 03 4.10 0007

Pengendalian dan Pengawasan

Tarif Angkutan sungai dan

danau Yang Melayani Trayek

Lintas Daerah Kabupaten/Kota

dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Terkendalinya dan Terawasinya

Tarif Angkutan sungai dan

danau Yang Melayani Trayek

Lintas Daerah Kabupaten/Kota

dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Laporan

2 15 03 4.17
Pemberdayaan SDM Orang Asli

Papua Bidang Pelayaran

2 15 03 4.17 0001

Pembinaan dan Pemberdayaan

SDM Orang Asli Papua Bidang

Pelayaran

Terlaksananya Pembinaan dan

Pemberdayaan SDM OAP Bidang

Pelayaran

orang

2 15 04
PROGRAM PENGELOLAAN

PENERBANGAN

2 15 04 3.01
Penyediaan Sarana dan

Prasarana Transportasi

2 15 04 3.01 0003

Pengusulan rute penerbangan

baru ke dan dari Daerah di

wilayah provinsi

Penetapan rute penerbangan

baru ke dan dari Daerah di

wilayah provinsi

Rute
Jumlah Rute penerbangan baru ke

dan dari Daerah di wilayah provinsi

Jumlah laporan pengendalian dan

pengawasan Tarif Angkutan sungai

dan danau Yang Melayani Trayek

Lintas Daerah Kabupaten/Kota

dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Jumlah SDM OAP yang

mendapatkan pembinaan dan

pemberdayaan Bidang Pelayaran
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KINERJA INDIKATOR SATUAN

2 15 04 3.01 0004

Koordinasi dan sosialisasi

daerah lingkungan kepentingan

bandar udara untuk menjamin

keselamatan dan keamanan

bandar udara

Terlaksananya koordinasi dan

sosialisasi daerah lingkungan

kepentingan bandar udara untuk 

menjamin keselamatan dan

keamanan bandar udara

Kegiatan

2 15 04 3.01 0005

Koordinasi Penyediaan

aksesibilitas dan utilitas untuk

menunjang pelayanan bandar

udara

Terlaksananya Koordinasi

Penyediaan aksesibilitas dan

utilitas untuk menunjang

pelayanan bandar udara

Laporan

2 15 04 3.01 0006 Pengelolaan Bandara Terkelolanya Bandar Udara Unit

2 15 04 3.01 0007
Penyediaan Sarana dan

Prasarana Bandara

Tersedianya Fasilitas Bandar

Udara
Unit

2 15 04 3.02 Pembangunan Bandar Udara

2 15 04 3.02 0002 Pembangunan Bandar Udara Terbangunnya bandar udara Unit

2 15 04 3.02 0003
Penyediaan Infrastruktur

Penunjang Bandar Udara

Tersedianya infrastruktur

penunjang Bandar Udara
Unit/Paket

2 15 04 3.02 0004
Koordinasi dan sosialisasi

pembangunan bandar udara

Terlaksananya koordinasi dan

sosialisasi pembangunan

bandara

Kegiatan
Jumlah koordinasi dan sosialisasi

pembangunan bandar udara

Jumlah Laporan Koordinasi

Penyediaan aksesibilitas dan utilitas

untuk menunjang pelayanan bandar

udara yang Tersedia

Jumlah Bandar Udara yang Terkelola

Jumlah Fasilitas Bandar Udara yang

Tersedia

Jumlah bandar udara yang

terbangun

Jumlah infrastruktur penunjang

Bandar Udara yang terbangun

Jumlah koordinasi dan sosialisasi

daerah lingkungan kepentingan

bandar udara untuk menjamin

keselamatan dan keamanan bandar

udara
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KINERJA INDIKATOR SATUAN

2 15 04 3.03

Penyusunan Dokumen

Perencanaan Bidang

Penerbangan

2 15 04 3.03 0001
Rekomendasi penetapan lokasi

bandar udara

Tersedianya rekomendasi

penetapan lokasi bandar udara
Dokumen

2 15 04 3.03 0002

Koordinasi penetapan rencana

rinci tata ruang kawasan di

sekitar bandar udara dengan

memperhatikan rencana induk

bandar udara dan rencana induk

nasional bandar udara

terlaksananya Koordinasi

penetapan rencana rinci tata

ruang kawasan di sekitar bandar

udara dengan memperhatikan

rencana induk bandar udara dan

rencana induk nasional bandar

udara

Laporan

2 15 04 3.03 0003
Sosialiasi Pelaksanaan Dokumen

Perencanaan

Terlaksananya sosialiasi

Pelaksanaan Dokumen

Perencanaan

Dokumen

2 15 04 3.03 0004

Pengendalian Pelaksanaan

Penyusunan Dokumen

Perencanaan

Terlaksananya Pengendalian

Pelaksanaan Penyusunan

Dokumen Perencanaan

Dokumen

Jumlah rekomendasi penetapan

lokasi bandar udara

Jumlah Laporan Koordinasi

penetapan rencana rinci tata ruang

kawasan di sekitar bandar udara

dengan memperhatikan rencana

induk bandar udara dan rencana

induk nasional bandar udara

Jumlah Dokumen yang tersosialisasi

Jumlah Dokumen yang terkendali
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2 15 04 3.04
Pemberdayaan SDM Orang Asli

Papua di Bidang Penerbangan

2 15 04 3.04 0001

Pembinaan dan Pemberdayaan

SDM Orang Asli Papua di bidang

Penerbangan

Terlaksananya Pembinaan dan

Pemberdayaan SDM OAP di

bidang Penerbangan

orang

2 15 04 3.05
Penyelenggaraan pelayanan jasa

kebandarudaraan

2 15 04 3.05 0001

Pembentukan UPTD

Penyelenggara Bandar Udara

yang belum diusahakan secara

komersil untuk pelayanan jasa

kebandarudaraan

Terbentuknya UPTD

penyelenggara Bandar Udara

yang belum diusahakan secara

komersil untuk pelayanan jasa

kebandarudaraan

Unit

2 15 04 3.05 0002
Koordinasi Pelayanan Jasa

Kebandarudaraan

Terlaksananya Koordinasi

Pelayanan Jasa

Kebandarudaraan

Dokumen

2 15 04 3.06
Penyelenggaraan pelayanan jasa

kebandarudaraan

Jumlah SDM OAP yang

mendapatkan pembinaan dan

pemberdayaan di bidang

Penerbangan

Jumlah Unit UPTD penyelenggara

Bandar Udara yang belum

diusahakan secara komersil untuk

pelayanan jasa kebandarudaraan

yang terbentuk

Jumlah Dokumen Koordinasi

Pelayanan Jasa Kebandarudaraan
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KINERJA INDIKATOR SATUAN

2 15 04 3.06 0001

Penyusunan Peraturan Daerah

tentang Besaran Tarif Jasa

Kebandarudaraan untuk bandar

udara yang diselenggarakan oleh

Unit Penyelenggara Bandar

Udara Pemerintah Daerah

Tersusunnya Peraturan Daerah

tentang Taif Jasa

Kebandarudaraan untuk bandar

udara yang diselenggarakan oleh

Unit Penyelenggara Bandar

Udara Pemerintah Daerah

Dokumen

2 15 04 3.08

Penyediaan Infrastruktur

Perkeretaapian Yang Terintegrasi

Sesuai dengan Kewenangan

Provinsi

2 15 04 3.08 0001

Penyediaan Infrastruktur

Perkeretapaian Yang Terintegrasi

Sesuai dengan Kewenangan

Provinsi

Tersedianya Infrastruktur

Perkeretapaian Yang Terintegrasi

Sesuai dengan Kewenangan

Provinsi

Unit

2 15 04 3.08 0002

Koordinasi dan Sinkronisasi

Pelaksanaan Penyediaan

Infrastruktur Perkeretapian Yang

Terinstegrasi Sesuai dengan

Kewenangan Provinsi

Terlaksananya Koordinasi dan

Sinkronisasi Pelaksanaan

Penyediaan Infrastruktur

Perkeretapian Yang Terinstegrasi

Sesuai dengan Kewenangan

Provinsi

Laporan

Jumlah Laporan Koordinasi dan

Sinkronisasi Penyediaan

Infrastruktur Perkeretapian Yang

Terinstegrasi yang Dilaksanakan

Sesuai dengan Kewenangan Provinsi

Jumlah Peraturan Daerah tentang

Taif Jasa Kebandarudaraan untuk

bandar udara yang diselenggarakan

oleh Unit Penyelenggara Bandar

Udara Pemerintah Daerah yang

Tersusun

Jumlah Infrastruktur Perkeretapaian

Yang Terintegrasi yang disediakan
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2 15 04 3.10
Pemberdayaan SDM Orang Asli

Papua Bidang Perkeretaapian

2 15 04 3.10 0001

Pembinaan dan Pemberdayaan

SDM Orang Asli Papua Bidang

Perkeretaapian

Terlaksananya Pembinaan dan

Pemberdayaan SDM OAP Bidang

Perkeretaapian

orang

2 15 04 4.01
Penyediaan Sarana dan

Prasarana Transportasi

2 15 04 4.01 0003

Pengusulan rute penerbangan

baru ke dan dari Daerah di

wilayah provinsi

Penetapan rute penerbangan

baru ke dan dari Daerah di

wilayah provinsi

Rute

2 15 04 4.01 0004

Koordinasi dan sosialisasi

daerah lingkungan kepentingan

bandar udara untuk menjamin

keselamatan dan keamanan

bandar udara

Terlaksananya koordinasi dan

sosialisasi daerah lingkungan

kepentingan bandar udara untuk 

menjamin keselamatan dan

keamanan bandar udara

Kegiatan

2 15 04 4.01 0005

Koordinasi Penyediaan

aksesibilitas dan utilitas untuk

menunjang pelayanan bandar

udara

Terlaksananya Koordinasi

Penyediaan aksesibilitas dan

utilitas untuk menunjang

pelayanan bandar udara

Laporan

Jumlah Rute penerbangan baru ke

dan dari Daerah di wilayah provinsi

Jumlah koordinasi dan sosialisasi

daerah lingkungan kepentingan

bandar udara untuk menjamin

keselamatan dan keamanan bandar

udara

Jumlah Laporan Koordinasi

Penyediaan aksesibilitas dan utilitas

untuk menunjang pelayanan bandar

udara yang Tersedia

Jumlah SDM OAP yang

mendapatkan pembinaan dan

pemberdayaan Bidang

Perkeretaapian



- 522 -

U
R

U
S

A
N

 /
 U

N
S

U
R

B
ID

A
N

G
 U

R
U

S
A

N
 /

 

B
ID

A
N

G
 U

N
S

U
R

P
R

O
G

R
A

M

K
E

G
IA

T
A

N

S
U

B
 K

E
G

IA
T
A

N

KODE

NOMENKLATUR URUSAN 
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KINERJA INDIKATOR SATUAN

2 15 04 4.01 0006 Pengelolaan Bandara Terkelolanya Bandar Udara Unit

2 15 04 4.01 0007
Penyediaan Sarana dan

Prasarana Bandara

Tersedianya Fasilitas Bandar

Udara
Unit

2 15 04 4.02 Pembangunan Bandar Udara

2 15 04 4.02 0002 Pembangunan Bandar Udara Terbangunnya bandar udara Unit

2 15 04 4.02 0003
Penyediaan Infrastruktur

Penunjang Bandar Udara

Tersedianya infrastruktur

penunjang Bandar Udara
Unit/Paket

2 15 04 4.02 0004
Koordinasi dan sosialisasi

pembangunan bandar udara

Terlaksananya koordinasi dan

sosialisasi pembangunan

bandara

Kegiatan

2 15 04 4.03

Penyusunan Dokumen

Perencanaan Bidang

Penerbangan

2 15 04 4.03 0001
Rekomendasi penetapan lokasi

bandar udara

Tersedianya rekomendasi

penetapan lokasi bandar udara
Dokumen

Jumlah rekomendasi penetapan

lokasi bandar udara

Jumlah Bandar Udara yang Terkelola

Jumlah bandar udara yang

terbangun

Jumlah infrastruktur penunjang

Bandar Udara yang terbangun

Jumlah koordinasi dan sosialisasi

pembangunan bandar udara

Jumlah Fasilitas Bandar Udara yang

Tersedia
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PROVINSI
KINERJA INDIKATOR SATUAN

2 15 04 4.03 0002

Koordinasi penetapan rencana

rinci tata ruang kawasan di

sekitar bandar udara dengan

memperhatikan rencana induk

bandar udara dan rencana induk

nasional bandar udara

terlaksananya Koordinasi

penetapan rencana rinci tata

ruang kawasan di sekitar bandar

udara dengan memperhatikan

rencana induk bandar udara dan

rencana induk nasional bandar

udara

Laporan

2 15 04 4.03 0003
Sosialiasi Pelaksanaan Dokumen

Perencanaan

Terlaksananya sosialiasi

Pelaksanaan Dokumen

Perencanaan

Dokumen

2 15 04 4.03 0004

Pengendalian Pelaksanaan

Penyusunan Dokumen

Perencanaan

Terlaksananya Pengendalian

Pelaksanaan Penyusunan

Dokumen Perencanaan

Dokumen

2 15 04 4.04
Pemberdayaan SDM Orang Asli

Papua di Bidang Penerbangan

2 15 04 4.04 0001

Pembinaan dan Pemberdayaan

SDM Orang Asli Papua di bidang

Penerbangan

Terlaksananya Pembinaan dan

Pemberdayaan SDM OAP di

bidang Penerbangan

orang

Jumlah SDM OAP yang

mendapatkan pembinaan dan

pemberdayaan di bidang

Penerbangan

Jumlah Laporan Koordinasi

penetapan rencana rinci tata ruang

kawasan di sekitar bandar udara

dengan memperhatikan rencana

induk bandar udara dan rencana

induk nasional bandar udara

Jumlah Dokumen yang tersosialisasi

Jumlah Dokumen yang terkendali
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2 15 04 4.05
Penyelenggaraan pelayanan jasa

kebandarudaraan

2 15 04 4.05 0001

Pembentukan UPTD

Penyelenggara Bandar Udara

yang belum diusahakan secara

komersil untuk pelayanan jasa

kebandarudaraan

Terbentuknya UPTD

penyelenggara Bandar Udara

yang belum diusahakan secara

komersil untuk pelayanan jasa

kebandarudaraan

Unit

2 15 04 4.05 0002
Koordinasi Pelayanan Jasa

Kebandarudaraan

Terlaksananya Koordinasi

Pelayanan Jasa

Kebandarudaraan

Dokumen

2 15 04 4.06
Penyelenggaraan pelayanan jasa

kebandarudaraan

2 15 04 4.06 0001

Penyusunan Peraturan Daerah

tentang Besaran Tarif Jasa

Kebandarudaraan untuk bandar

udara yang diselenggarakan oleh

Unit Penyelenggara Bandar

Udara Pemerintah Daerah

Tersusunnya Peraturan Daerah

tentang Taif Jasa

Kebandarudaraan untuk bandar

udara yang diselenggarakan oleh

Unit Penyelenggara Bandar

Udara Pemerintah Daerah

Dokumen

2 15 05
PROGRAM PENGELOLAAN

PERKERETAAPIAN

Jumlah Unit UPTD penyelenggara

Bandar Udara yang belum

diusahakan secara komersil untuk

pelayanan jasa kebandarudaraan

yang terbentuk

Jumlah Dokumen Koordinasi

Pelayanan Jasa Kebandarudaraan

Jumlah Peraturan Daerah tentang

Taif Jasa Kebandarudaraan untuk

bandar udara yang diselenggarakan

oleh Unit Penyelenggara Bandar

Udara Pemerintah Daerah yang

Tersusun
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